
 

 

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI 
 

 
Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa : 

Dokumen : Pohon Kinerja dan Cascading Periode 2025-

2029 

Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah 

telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi. 

 

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan 

VALID, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang 

telah ditentukan. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya. 

 
Parit Malintang, 15 Juni 2026  

     
     
     
     

 
 

 

 

 

 

 



  

VISI

PADANG PARIAMAN MAJU DAN SEJAHTERA

MISI

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas

SASARAN RPJMD
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas

IK 1 : Indeks Reformasi Birokrasi
IK 2 : Nilai SAKIP Pemerintah Daerah

Meningkatnya  Kualitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Meningkatkan Pencegahan Perilaku Korupsi Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah

Terwujudnya efektivitas fungsi pengawasan dan pencegahan korupsi Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas

IK : Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK Nilai SAKIP Pemerintah Daerah

Tahun 2025 : 78, Tahun 2026 : 78,4, Tahun 2027 : 78,8,  Tahun 2028 : 79,2, Tahun 2029 : 79,6, Tahun 2030 : 80 Target Tahun 2025 : 78, Tahun 2026 : Nilai 78,4 Tahun 2027 : 78,8, Tahun 2028 : 79,2, Tahun 2029 : 79,6, Tahun 2030 : 80 Target Tahun 2025 : 71,4 Tahun 2026 : Nilai 72,19 
Tahun 2027 : 72,99 Tahun 2028 : 73,79, Tahun 2029 : 

IK 1 : Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
IK  : Indeks Manajemen Risiko (MRI) IK 1 : Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi

IK : Nilai Monitoring Center Prevention (MCP) KPK
IK 1 : Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja oleh Kemenpan RB
IK 2 : Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Internal Oleh 

Kemenpan RB
Nilai AKIP Perangkat Daerah

IK 2 : Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Tahun 2025 : Nilai 4, Tahun 2026 : Nilai 4, Tahun 2027 : Nilai 4, Tahun 
2028 : Nilai 4, Tahun 2029 : Nilai 5, Tahun 2030 : Nilai 5

IK 1 Tahun 2025 : 2,9 / Level 2, Tahun 2026 : 3,05 /Level 3, Tahun 2027 : 3,2 / 
Level 3, Tahun 2028 : 3,35 /Level 3, Tahun 2029 : 3,5 /Level 3, Tahun 2030 : 3,65 / 

Level 3
IK 2 Tahun 2025 : 85, Tahun 2026 : 86, Tahun 2027 : 87, Tahun 2028 : 88, Tahun 

2029 : 89, Tahun 2030 : 90

IK 1 Tahun 2025 : 11,30, Tahun 2026 : 11,50, Tahun 2027 : 11,70, Tahun 
2028 : 11,90, Tahun 2029 : 12,10, Tahun 2030 : 12,30
IK 2 Tahun 2025 : 15,50, Tahun 2026 : 16,50, Tahun 2027 : 17,50, Tahun 
2028 : 18,50, Tahun 2029 : 19,50, Tahun 2030 : 20,00

Target Tahun 2025 : 80,2 Tahun 2026 : Nilai 80,25 
Tahun 2027 : 80,3 Tahun 2028 : 80,35, Tahun 2029 : 

80,4 Tahun 2030 : 80,45

IK 3 : Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)

IK 1 : Tahun 2025 : Nilai 5, Tahun 2026 : Nilai 4, Tahun 2027 : Nilai 5, Tahun 2028 : Nilai 5, Tahun 2029 : Nilai 5, Tahun 2030 : Nilai 5
IK 2 :  Tahun 2025 : Nilai 4, Tahun 2026 : Nilai 4, Tahun 2027 : Nilai 5, Tahun 2028 : Nilai 5, Tahun 2029 : Nilai 5, Tahun 2030 : Nilai 5

IK 3 :  Tahun 2025 : WTP, Tahun 2026 : WTP, Tahun 2027 : WTP, Tahun 2028 : WTP, Tahun 2029 : WTP, Tahun 2030 : WTP

Meningkatnya implementasi sistem pengendalian Intern Pemerintah Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Meningkatnya Pengendalian 
Teknis Pengawasan Internal 

Bidang Infrastruktur dan 
Lingkungan Hidup

Meningkatnya Pengendalian 
Teknis Pengawasan Tujuan 

Tertentu Bidang Infrastruktur 
dan Lingkungan Hidup

Meningkatnya implementasi sistem pengendalian Intern Pemerintah Bidang perekonomian
Meningkatnya Pengendalian 
Teknis Pengawasan Internal 

Bidang Perekonomian

Meningkatnya 
Pengendalian Teknis 
Pengawasan Tujuan 

Tertentu Bidang 
Perekonomian

Menurunnya tingkat penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat 
anggaran ataupun kewenangan

Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi
Meningkatkan fasilitasi 

pengawasan manajemen risiko
Meningkatnya implementasi sistem pengendalian Intern Pemerintah Bidang 

Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan

Meningkatnya 
Pengendalian Teknis 
Pengawasan Internal  

Bidang Reformasi 
Birokrasi dan 

Kesejahteraan

Meningkatnya 
Pengendalian Teknis 
Pengawasan Tujuan 

Tertentu  Bidang Reformasi 
Birokrasi dan 
Kesejahteraan

Meningkatnya implementasi sistem pengendalian Intern Pemerintah Nagari di Kabupaten Padang Pariaman

Meningkatnya 
Pengendalian Teknis 

Pengawasan 
Pengawasan Nagari

Meningkatnya Pengendalian Teknis 
Pengawasan Internal Pelimpahan 

Ke Irban IV

IK :Persentase Laporan 
Hasil Pengawasan Dengan 

Tujuan Tertentu yang 
Terverifikasi Bidang  Bidang 

Reformasi Birokrasi dan 
Kesejahteraan sesuai 
dengan standar dan 

ketentuan

IK1 : Persentase pengawasan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

IK : Persentase 
Laporan Hasil 

Pengawasan Nagari 
yang Terverifikasi 

sesuai dengan 
standar dan 
ketentuan

IK :Persentase Laporan Hasil 
Pengawasan Internal yang 

Terverifikasi Pelimpahan ke Irban IV 
sesuai dengan standar dan 

ketentuan

IK :Persentase Laporan 
Hasil Pengawasan 

Dengan Tujuan 
Tertentu yang 
Terverifikasi 

Pelimpahan ke Irban IV 
sesuai dengan standar 

dan ketentuan

IK :Persentase Pemenuhuan Key Process Area pada 
Penilaian Mandiri Berdasarkan Standar IACM

IK 1 : Persentase Ketuntasan Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1
IK 2 : Persentase Ketuntasan Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Internal
IK 3 : Persentase Ketuntasan Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Internal 

Eksternal

IK 1 : Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan 
Lingkungan Hidup

IK 2 : Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
IK 3  :Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Nagari

IK : Persentase fasilitasi 
pengawasan manajemen risiko

Meningkatnya Pengendalian 
Teknis Pengawasan Internal 

aspek Evaluasi Reformasi 
Birokrasi

Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

IK : Persentase pengawasan di Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

IK :Persentase Laporan Hasil 
Pengawasan Internal yang 

Terverifikasi Bidang Infrastruktur 
dan Lingkungan Hidup yang 

dilakukan Pengawasan Internal 
sesuai dengan standar dan 

ketentuan

IK :Persentase Laporan Hasil 
Pengawasan Dengan Tujuan 
Tertentu yang Terverifikasi 
Bidang Infrastruktur dan 
Lingkungan Hidup yang 

dilakukan Pengawasan Dengan 
Tujuan Tertentu  sesuai dengan 

standar dan ketentuan

IK1 : Persentase pengawasan di Bidang perekonomian sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

IK : Persentase Laporan Hasil 
Pengawasan Internal yang 

Terverifikasi Bidang 
Perekonomian sesuai dengan 

standar dan ketentuan

IK :Persentase Laporan 
Hasil Pengawasan Dengan 

Tujuan Tertentu yang 
Terverifikasi Bidang 

Perekonomian sesuai 
dengan standar dan 

ketentuan

IK1 : Persentase pengawasan di Bidang Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan 
sesuai dengan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

IK : Persentase Laporan 
Hasil Pengawasan Internal 
yang Terverifikasi Bidang  

Bidang Reformasi 
Birokrasi dan 

Kesejahteraan sesuai 
dengan standar dan 

ketentuan

Meningkatnya Strategi 
Pencegahan Korupsi dan 

Penyalahgunaan Wewenang

Meningkatnya Kapabilitas Pengelolaan 
Risiko Korupsi dan Penyelahgunaan 

Wewenang
Meningkatnya Penanganan Dugaan Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang

Meningkatnya Pengendalian 
Teknis Pengawasan Tujuan 
Tertentu aspek penanganan 

pengaduan dan audit 
investigasi

Meningkatnya kualitas pendampingan 
dan asistensi aspek Reformasi Birokrasi

Meningkatnya Implementasi SAKIP 
Perangkat Daerah

Meningkatnya 
Pengendalian Teknis 
Pengawasan Tujuan 

Tertentu  Pelimpahan 
Ke Irban IV

Meningkatnya Kapabilitas APIP Sesuai Standar IACM

IK : 
  

Nilai Penanganan Dugaan Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang

IK :Persentase Laporan Hasil 
Pengawasan Dengan Tujuan 
Tertentu yang Terverifikasi 

Aspek Pengaduan Masyarakat

IK : Jumlah OPD yang memperoleh 
predikat WBK/WBBM

IK : Persentase perangkat daerah yang 
memperoleh Evaluasi SAKIP nilai 

minimal BB

IK :Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasan Dengan Tujuan 

Tertentu yang Terverifikasi Bidang  
Bidang Reformasi Birokrasi dan 
Kesejahteraan sesuai dengan 

standar dan ketentuan

1. Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti
2. Persentase Rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti

3. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
4. Persentase APIP yang memenuhi jam pendidikan/pelatihan minimal 120 

jam/tahun

IK : Nilai Penerapan Strategi 
Pencegahan Korupsi

IK : Nilai Kapabilitas Pengelolaan Risiko 
Korupsi

Tahun 2025 : 100%, Tahun 2026 : 100%, Tahun 
2027 :100%,  Tahun 2028 : 100%, Tahun 2029 : 

100%, Tahun 2030 : 100%

Tahun 2025 : 90%, Tahun 2026 : 90%, Tahun 2027 : 90%,  Tahun 2028 : 90%, Tahun 2029 : 90%, Tahun 2030 : 90% Tahun 2025 : 100%, Tahun 2026 
: 100%, Tahun 2027 :100%,  

Tahun 2028 : 100%, Tahun 2029 
: 100%, Tahun 2030 : 100%

Tahun 2025 : 100%, Tahun 2026 : 100%, Tahun 2027 
:100%,  Tahun 2028 : 100%, Tahun 2029 : 100%, Tahun 

2030 : 100%

Tahun 2025 : 90%, Tahun 2026 : 90%, Tahun 2027 : 90%,  Tahun 2028 : 90%, Tahun 2029 : 90%, Tahun 2030 : 90% Tahun 2025 : 100%, Tahun 2026 : 100%, Tahun 2027 
:100%,  Tahun 2028 : 100%, Tahun 2029 : 100%, Tahun 

2030 : 100%

Tahun 2025 : 100%, Tahun 2026 : 100%, Tahun 2027 :100%,  
Tahun 2028 : 100%, Tahun 2029 : 100%, Tahun 2030 : 100%

Tahun 2025 : 90%, Tahun 2026 : 90%, Tahun 2027 : 90%,  Tahun 2028 : 90%, Tahun 2029 : 
90%, Tahun 2030 : 90%

Tahun 2025 : 100%, Tahun 2026 : 100%, Tahun 2027 :100%,  
Tahun 2028 : 100%, Tahun 2029 : 100%, Tahun 2030 : 100%

Tahun 2025 : 100%, Tahun 2026 : 100%, 
Tahun 2027 :100%,  Tahun 2028 : 100%, 
Tahun 2029 : 100%, Tahun 2030 : 100%

Tahun 2025 : 50%, Tahun 2026 : 55%, Tahun 
2027 :60%,  Tahun 2028 : 65%, Tahun 2029 : 

70%, Tahun 2030 : 75%

Tahun 2025 : 100%, Tahun 2026 : 100%, Tahun 2027 
:100%,  Tahun 2028 : 100%, Tahun 2029 : 100%, 

Tahun 2030 : 100%
IK 1 : Tahun 2025 : 100%, Tahun 2026 : 100%, Tahun 2027 : 100%, Tahun 2028 : 100%, Tahun 2029 : 100%, Tahun 2030 : 100%
IK 1 : Tahun 2025 : 100%, Tahun 2026 : 100%, Tahun 2027 : 100%, Tahun 2028 : 100%, Tahun 2029 : 100%, Tahun 2030 : 100%
IK 3 :  Tahun 2025 : 92,5, Tahun 2026 : 93, Tahun 2027 : 93,5, Tahun 2028 : 94, Tahun 2029 : 94,5, Tahun 2030 : 95
IK 4 :  Tahun 2025 : 50, Tahun 2026 : 50, Tahun 2027 : 50, Tahun 2028 : 50, Tahun 2029 : 50, Tahun 2030 : 50

Terlaksananya 
Pengawasan Internal 

Bidang Infrastruktur dan 
Lingkungan Hidup

Terlaksananya Pengawasan 
Dengan Tujuan Tertentu 
Bidang Infrastruktur dan 

Lingkungan Hidup

Terlaksananya Pengawasan 
Internal Bidang Perekonomian

Terlaksananya  Pengawasan Tujuan 
Tertentu  Bidang Perekonomian

Terlaksananya Pengawasan Internal Bidang Reformasi 
Birokrasi dan Kesejahteraan

Tahun 2025 : 73, Tahun 2026 : 75, 
Tahun 2027 :77,  Tahun 2028 : 80, 
Tahun 2029 : 83, Tahun 2030 : 85

Tahun 2025 : 73, Tahun 2026 : 75, 
Tahun 2027 :77,  Tahun 2028 : 80, 
Tahun 2029 : 83, Tahun 2030 : 85

Tahun 2025 : 73, Tahun 2026 : 75, 
Tahun 2027 :77,  Tahun 2028 : 80, 
Tahun 2029 : 83, Tahun 2030 : 85

Tahun 2025 : 100%, Tahun 2026 : 100%, 
Tahun 2027 :100%,  Tahun 2028 : 100%, 
Tahun 2029 : 100%, Tahun 2030 : 100%

Tahun 2025 : 1, Tahun 2026 : 1, 
Tahun 2027 :1,  Tahun 2028 : 1, 
Tahun 2029 : 1, Tahun 2030 :1

Tahun 2025 : 100%, Tahun 2026 : 100%, 
Tahun 2027 :100%,  Tahun 2028 : 100%, 
Tahun 2029 : 100%, Tahun 2030 : 100%

Tahun 2025 : 100%, Tahun 2026 : 100%, 
Tahun 2027 : 100%,  Tahun 2028 : 100%, 
Tahun 2029 : 100%, Tahun 2030 : 100%

IK 1 : Tahun 2025 : 60%   Tahun 2026 : 70%  Tahun 2027 : 74%   
Tahun 2028 : 78%   Tahun 2029: 82 %     Tahun 2030: 85%

IK 2 : Tahun 2025 : 79%   Tahun 2026 : 79%  Tahun 2027 : 80%   
Tahun 2028 : 81%   Tahun 2029: 82 %     Tahun 2030: 83%

IK 3 : Tahun 2025 : 60%   Tahun 2026 : 70%  Tahun 2027 : 74%   

IK 1 : Tahun 2025 : 20%   Tahun 2026 : 80%  Tahun 2027 : 80%   Tahun 2028 : 80%   Tahun 
2029: 80%    Tahun 2030: 80%

IK 2 : Tahun 2025 : 80%   Tahun 2026 : 80%  Tahun 2027 : 80%   Tahun 2028 : 80%   Tahun 
2029:80%    Tahun 2030: 80%

IK 3 : Tahun 2025 : 80%   Tahun 2026 : 80%  Tahun 2027 : 80%   Tahun 2028 : 80%   Tahun 

Tahun 2025 : 100%, Tahun 2026 : 
100%, Tahun 2027 :100%,  Tahun 
2028 : 100%, Tahun 2029 : 100%, 

Tahun 2030 : 100%

Tahun 2025 : 90%, Tahun 2026 : 90%, Tahun 2027 : 90%,  Tahun 
2028 : 90%, Tahun 2029 : 90%, Tahun 2030 : 90%

Tahun 2025 : 100%, Tahun 2026 : 100%, 
Tahun 2027 :100%,  Tahun 2028 : 100%, 
Tahun 2029 : 100%, Tahun 2030 : 100%

Terlaksananya Evaluasi SAKIP

Tersusunnya Dokumen 
Perencanaan dan 

Pelaporan yang Berkualitas 
Baik

Terlaksananya Pendampingan 
dan Asistensi Urusan

Pemerintahan Daerah Bidang 
Infrastruktur dan Lingkungan 

Hidup

Terlaksananya Pendampingan 
dan Asistensi Urusan

Pemerintahan Daerah Bidang 
Perekonomian

Terlaksananya Pendampingan 
dan Asistensi Urusan
Pemerintahan Nagari

Terlaksananya Pendampingan 
dan Asistensi Urusan

Pemerintahan Daerah Aspek 
Manajemen Risiko

Terlaksananya Pendampingan 
dan Asistensi Urusan

Pemerintahan Aspek Koordinasi 
dan Monitoring Pencegahan 

Korupsi

Terlaksananya 
Pendampingan dan Asistensi 

Urusan
Pemerintahan Aspek 

Asistensi Pengawasan 
Strategis Daerah

Terlaksananya Pengawasan 
Tujuan Tertentu Bidang 
Reformasi Birokrasi dan 

Kesejahteraan

Terlaksananya Pengawasan Nagari
Terlaksananya  Pengawasan 

Internal Pelimpahan ke Irban 
IV

Terlaksananya 
Pengawasan Tujuan 

Tertentu Pelimpahan ke 
Irban IV

Terpenuhinya Dokumen PK APIP Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut 
Hasil Pemeriksaan Internal & Eksternal

IK : Jumlah OPD Bidang 
Infrastruktur dan Lingkungan 

Hidup yang dilakukan 
pendampingan dan asistensi         

IK : Jumlah OPD Bidang 
Perekonomian yang dilakukan 
pendampingan dan asistensi         

IK : Jumlah Nagari yang dilakukan 
pendampingan dan asistensi         

IK : Jumlah Laporan Pelaksanaan 
Pendampingan dan Asistensi 
Urusan Pemerintah Daerah             

Terlaksananya Administrasi 
Barang Milik Daerah sesuai 

aturan

IK :Jumlah OPD Bidang 
Infrastruktur dan 

Lingkungan Hidup yang 
dilakukan Pengawasan 
Internal  sesuai dengan 
standar dan ketentuan

IK : Jumlah OPD Bidang 
Infrastruktur dan Lingkungan 

Hidup yang dilakukan 
Pengawasan Dengan Tujuan 

Tertentu sesuai dengan standar 
dan ketentuan

IK: Jumlah OPD Bidang 
Perekonomian yang dilakukan 

Pengawasan sesuai dengan 
standar dan ketentuan                 

IK: Jumlah OPD Bidang Perekonomian 
yang dilakukan Pengawasan Dengan 

Tujuan Tertentu sesuai dengan 
standar dan ketentuan              

IK : Jumlah OPD Bidang Reformasi Birokrasi dan 
Kesejahteraan yang dilakukan Pengawasan Internal sesuai 

dengan standar dan ketentuan                

IK : Jumlah OPD Bidang 
Reformasi Birokrasi dan 

Kesejahteraan yang 
dilakukan Pengawasan 

Dengan Tujuan Tertentu 
sesuai dengan standar dan 

ketentuan               

IK : Jumlah Nagari yang dilakukan 
Pengawasan sesuai dengan standar dan 

ketentuan                

IK : Jumlah OPD yang dilakukan 
Pengawasan  Internal 

Pelimpahan ke Irban IV  sesuai 
dengan standar dan ketentuan            

IK : Jumlah OPD yang 
dilakukan Pengawasan 

Tujuan Tertentu 
Pelimpahan ke Irban IV  
sesuai dengan standar 

dan ketentuan            

Tersedianya Laporan dan 
Pertanggungjawaban 

Penggunaan Anggaran

Terlaksananya tertib 
administrasi  kepegawaian 

dan kesejahteraan 
pegawai

Terlaksananya Tertib 
Administrasi Perkantoran

Tersedianya Pengadaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Terlaksananya 
Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Tersedianya Jasa 
Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Terlaksananya 
Pendampingan dan 

Asistensi Urusan
Pemerintahan Aspek 

Pelaporan LHKPN dan 
LHKASN

Terlaksananya Pengawasan 
Dengan Tujuan Tertentu 

Aspek  Penanganan 
Pengaduan Masyarakat

Terlaksananya Pengawasan Dengan 
Tujuan Tertentu Aspek  

Penyelesaian Kerugian Daerah

Terlaksananya Pendampingan dan 
Asistensi Urusan

Pemerintahan Aspek Reformasi 
Birokrasi

Indikator :
Jumlah objek aset yang 

terkelola
Jumlah total nilai aset

Indikator : 
Jumlah jasa penunjang 

urusan pemerintah yang 
tersedia

Jumlah jasa penunjang 
perkantoran yang 

disediakan

Jumlah dokumen 
administrasi barang milik 

daerah

Terlaksananya 
Pengawasan Kinerja 
Bidang Infrastruktur 

dan Lingkungan 
Hidup

Terlaksananya 
Pengawasan 

Keuangan Bidang 
Infrastruktur dan 
Lingkungan Hidup

Terlaksananya Pengawasan 
Dengan Tujuan Tertentu 
Bidang Infrastuktur dan 

Lingkungan Hidup

Terlaksananya Reviu Laporan 
Keuangan

Terlaksananya 
Pengawasan Kinerja 

Bidang Perekonomian

Terlaksananya Pengawasan 
Keuangan Bidang Perekonomian

Terlaksananya Pengawasan Dengan 
Tujuan Tertentu Bidang Perekonomian

IK : Jumlah OPD yang dilakukan 
Evaluasi SAKIP

Indikator :
1. Jumlah dokumen 

perencanaan sesuai aturan 
dan tepat waktu

2. Jumlah laporan capaian 
kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja perangkat 
daerah

Indikator : Jumlah Laporan 
Keuangan yang Sesuai 

Dengan Perundang 
Undangan

Indikator :
Jumlah ASN yang 

terfasilitasi naik pangkat
Jumlah ASN yang 

terfasilitasi gaji berkala
Jumlah SKP ASN

Jumlah ASN terfasilitasi 
pembayaran TPP

Indikator : Jumlah surat 
dinas yang teradministrasi 

sesuai ketentuan dan 
terdistribusi sesuai tujuan

Jumlah pelayanan yang 
terfasilitasi

Indikator : Jumlah 
penambahan nilai aset

IK : Jumlah Monitoring 
Pencegahan Korupsi yang 

Dilaksanakan
IK 2 : Jumlah Koordinasi 

Pencegahan Korupsi yang 
dilaksanakan           

IK : Jumlah Objek Startegis 
Daerah yang Dilakukan 

Pendampingan dan Asistensi

IK : Persentase Pelaporan 
LHKPN 

IK 2 : Persentase Pelaporan 
LHKASN/SPT Tepat Waktu            

IK : Jumlah Pengaduan yang 
Ditindaklanjuti Hingga 

Tuntas            

IK : Jumlah Objek Kerugian Daerah 
yang terselesaian Hingga Tuntas       

IK : Jumlah OPD yang dilakukan 
Pendampingan dan Asistensi ZI

IK 2 : Jumlah OPD yang dilakukan 
Pendampingan dan Asistensi RB            

IK : Jumlah Elemen PK APIP yang 
terpenuhisesuai dengan standar dan 

ketentuan

IK : Jumlah rekomendasi Hasil Pengawasan Internal & 
Eksternal yang tuntas ditindaklanjuti

Terlaksananya Penyediaan 
Jasa Surat Menyurat

Tersedianya Rencana 
Kebutuhan Barang Milik 

Daerah SKPD

IK : Jumlah Laporan 
Pengawasan Kinerja 
Bidang Infrastuktur 

dan Lingkungan Hidup

IK : Jumlah Laporan 
Pengawasan 

Keuangan Bidang 
Infrastuktur dan 

Lingkungan Hidup

IK : Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasan Dengan Tujuan 

Tertentu Bidang Infrastruktur 
dan Lingkungan Hidup

IK : Jumlah Laporan Hasil 
Reviu Laporan Keuangan

IK : Jumlah Laporan 
Pengawasan Kinerja Bidang 

Perekonomian

Terlaksananya Penanganan 
Penyelesaian Kerugian

Negara/Daerah

Terlaksananya Pendampingan dan 
Asistensi Urusan

Pemerintahan Aspek Reformasi 
Birokrasi

Terlaksananya Reviu Laporan 
Kinerja

Tersusunnya Dokumen 
Perencanaan Perangkat 

Daerah

Tersedianya Gaji Dan 
Tunjangan ASN

Tersedianya Unit 
Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Disiplin Pegawai

Terlaksananya Pendampingan 
dan Asistensi Urusan
Pemerintahan Nagari

Terlaksananya Pendampingan 
dan Asistensi Urusan

Pemerintahan Daerah Aspek 
Manajemen Rsiko

Terlaksananya Koordinasi, 
Monitoring dan Evaluasi serta

Verifikasi Pencegahan dan 
Pemberantasan

Korupsi

Terlaksananya 
Pendampingan, Asistensi dan 

Verifikasi
Penegakan Integritas Aspek 

Asistensi Pengawasan 
Strategis Daerah

Terlaksananya Pendampingan, 
Asistensi dan Verifikasi

Penegakan Integritas Aspek 
Pelaporan LHKPN dan LHKASN

Terlaksananya Pengawasan 
dengan Tujuan Tertentu 

Aspek Penanganan 
Pengaduan Masyarakat

Terlaksananya 
Pengawasan Dengan 

Tujuan Tertentu 
pelimpahan ke Irban IV

Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, 
Verifikasi, dan

Penilaian Reformasi Birokrasi Aspek 
Peningkatan Kapabilitas APIP

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut 
Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan APIP

Terlaksananya Pendampingan 
dan Asistensi Urusan

Pemerintahan Daerah Aspek 
Infrastruktur dan Lingkungan 

Hidup

IK : Jumlah Laporan Pengawasan 
Keuangan Bidang Perekonomian

IK : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan 
Dengan Tujuan Tertentu Bidang 

Perekonomian

IK : Jumlah Laporan Pengawasan 
Kinerja Bidang Reformasi 

Birokrasi dan Kesejahteraan

IK : Jumlah Laporan 
Pengawasan Keuangan 

Bidang Reformasi Birokrasi 
dan Kesejahteraan

IK : Jumlah Laporan 
Pengawasan Dengan Tujuan 
Tertentu Bidang Reformasi 

Birokrasi dan Kesejahteraan

IK : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa

Tersedianya Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

Tersedianya Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan

Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan

Terlaksananya Pendampingan 
dan Asistensi Urusan

Pemerintahan Daerah Aspek 
Perekonomian 

Terlaksananya Pengawasan 
Kinerja Bidang Reformasi 

Birokrasi dan Kesejahteraan

Terlaksananya Pengawasan 
Keuangan Bidang Reformasi 
Birokrasi dan Kesejahteraan

Terlaksananya Pengawasan 
Dengan Tujuan Tertentu 

Bidang Reformasi Birokrasi 
dan Kesejahteraan

Terlaksananya Pengawasan Desa Terlaksananya Pengawasan Kinerja 
Pelimpahan Ke Irban IV

Terlaksananya Pengawasan 
keuangan pelimpahan ke Irban 

IV

IK : Jumlah Laporan 
Pendampingan dan Asistensi 

Nagari

IK : Jumlah Perangkat Daerah 
yang Dilakukan Pendampingan 

dan Asistensi Manajemen Risiko

IK : Jumlah Kegiatan Koordinasi, 
Monitoring dan Evaluasi serta

Verifikasi Pencegahan dan 
Pemberantasan

Korupsi

IK : Jumlah Perangkat Daerah 
yang Dilakukan 

Pendampingan, Asistensi dan 
Verifikasi

Penegakan Integritas Aspek 
Asistensi Pengawasan 

Strategis Daerah

IK : Jumlah Laporan Pengawasan 
Kinerja Pelimpahan ke Irban IV

IK : Jumlah Laporan Pengawasan 
Keuangan  Pelimpahan ke Irban 

IV

IK : Jumlah Laporan 
Pengawasan Dengan 
Tujuan Tertentu yang 

Dilimpahkan ke Irban IV

IK : Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi, 
Verifikasi, dan

Penilaian Reformasi Birokrasi Aspek 
Peningkatan Kapabilitas APIP

IK : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak 
Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan APIP

Jumlah Rencana Kebutuhan 
Barang Milik Daerah SKPD

Tersusunnya Kertas Kerja 
Pengawasan Kinerja 

Bidang Infrastruktur dan 
Lingkungan Hidup

Tersedianya Pemenuhan 
Dokumen dan Data 

Pengawasan Kinerja Bidang 
Infrastruktur dan Lingkungan 

Hidup

Tersusunnya Kertas Kerja 
Pengawasan Keuangan 

Bidang Infrastruktur dan 
Lingkungan Hidup

Tersedianya Pemenuhan 
Dokumen dan Data 

Pengawasan Keuangan 
Bidang Infrastruktur dan 

Lingkungan Hidup

Tersusunnya Kertas 
Kerja Pengawasan 

Dengan Tujuan 
Tertentu Bidang 

Infrastruktur dan 
Lingkungan Hidup

Tersedianya Pemenuhan 
Dokumen dan Data 

Pengawasan Dengan Tujuan 
Tertentu Bidang Infrastruktur 

dan Lingkungan Hidup

Tersusunnya Kertas 
Kerja Reviu Laporan 

Keuangan

Tersedianya 
Pemenuhan 

Dokumen dan Data 
Reviu Laporan 

Keuangan

Tersusunnya Kertas 
Kerja Pengawasan 

Kinerja Bidang 
Perekonomian

Indikator : Jumlah Orang 
yang Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN

Jumlah Unit Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 

Disiplin Pegawai

Indikator : Jumlah Paket 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 
Disediakan

Indikator : Jumlah Unit 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan

Indikator : Jumlah 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan yang 
Dipelihara dan dibayarkan 

Pajaknya

Indikator : Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat

IK : Jumlah Perangkat Daerah 
yang Dilakukan Pendampingan, 

Asistensi dan Verifikasi
Penegakan Integritas Aspek 

Pelaporan LHKPN dan LHKASN 

IK : Jumlah Laporan 
Pengawasan Dengan Tujuan 

Tertentu Aspek 
Penanganan Pengaduan 

Masyarakat

IK : Jumlah Laporan Penanganan 
Penyelesaian Kerugian

Negara/Daerah

IK :Jumlah Laporan Pendampingan, 
Asistensi, Verifikasi, dan

Penilaian Reformasi Birokrasi

IK :Jumlah Laporan Reviu Laporan 
Kinerja 

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 
SAKIP

Jumlah Kertas Kerja Reviu Laporan 
Kinerja dan 

Jumlah Kertas Kerja Evaluasi SAKIP

Indikator : Jumlah 
Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

IK : Jumlah Laporan 
Pendampingan dan Asistensi 

Bidang Infrastruktur dan 
Lingkungan Hidup yang dilakukan 

pendampingan dan asistensi 

IK : Jumlah Laporan 
Pendampingan dan Asistensi 
Bidang Perekonomian yang 

dilakukan pendampingan dan 
asistensi 

IK : Jumlah Kertas Kerja 
Pengawasan Kinerja 

Bidang Infrastuktur dan 
Lingkungan Hidup

IK : Jumlah Pemenuhan 
Dokumen dan Data 

Pengawasan Kinerja Bidang 
Infrastuktur dan Lingkungan 

Hidup

IK : Jumlah Kertas Kerja 
Pengawasan Keuangan 
Bidang Infrastuktur dan 

Lingkungan Hidup

IK : Jumlah Pemenuhan 
Dokumen dan Data 

Pengawasan Keuangan 
Bidang Infrastuktur dan 

Lingkungan Hidup

IK : Jumlah Kertas Kerja 
Pengawasan 

Pengawasan Dengan 
Tujuan Tertentu 

Bidang Infrastuktur 
dan Lingkungan Hidup

IK : Jumlah Pemenuhan 
Dokumen dan Data 

Pengawasan Dengan Tujuan 
Tertentu Bidang Infrastuktur 

dan Lingkungan Hidup

IK : Jumlah Kertas Kerja 
Reviu Laporan Keuangan

Tersedianya Pemenuhan 
Dokumen dan Data  

Pengawasan Kinerja Bidang 
Reformasi Birokrasi dan 

Kesejahteraan

Tersusunnya Kertas 
Kerja Pengawasan 
Keuangan Bidang 

Reformasi Birokrasi 
dan Kesejahteraan

Tersedianya 
Pemenuhan Dokumen 
dan Data Pengawasan 

Keuangan Bidang 
Reformasi Birokrasi dan 

Kesejahteraan

IK : Jumlah 
Pemenuhan 

Dokumen dan Data 
Reviu Laporan 

Keuangan

IK : Jumlah Kertas 
Kerja Pengawasan 

Kinerja Bidang 
Perekonomian

IK : Jumlah 
Pemenuhan 

Dokumen dan Data 
Pengawasan Kinerja 

Bidang 
Perekonomian

IK : Jumlah Kertas 
Kerja Pengawasan 
Keuangan Bidang 

Perekonomian

IK : Jumlah Pemenuhan 
Dokumen dan Data 

Pengawasan Keuangan 
Bidang Perekonomian

IK : Jumlah Kertas Kerja Pengawasan 
Dengan Tujuan Tertentu Bidang 

Perekonomian

Tersedianya 
Pemenuhan 

Dokumen dan Data 
Pengawasan 

Kinerja Bidang 
Perekonomian

Tersusunnya Kertas 
Kerja Pengawasan 
Keuangan Bidang 

Perekonomian

Tersedianya 
Pemenuhan Dokumen 
dan Data Pengawasan 

Keuangan Bidang 
Perekonomian

Tersusunnya Kertas Kerja 
Pengawasan Dengan Tujuan 

Tertentu

Tersedianya Pemenuhan 
Dokumen dan Data Pengawasan 
Dengan Tujuan Tertentu Bidang 

Perekonomian

Tersusunnya Kertas Kerja  
Pengawasan Kinerja Bidang 

Reformasi Birokrasi dan 
Kesejahteraan

Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan

Tersedianya Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik

Terlaksananya Pengamanan 
Barang Milik Daerah SKPD

Tersedianya Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN

Tersedianya Pakaian Dinas 
beserta Atribut 

Kelengkapan

Tersedianya Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor

Tersedianya Kendaraan 
Dinas Operasional atau 

Lapangan

Tersusunnya Kertas 
Kerja Pengawasan 

Dengan Tujuan 
Tertentu Bidang 

Reformasi Birokrasi 
dan Kesejahteraan

Tersedianya 
Pemenuhan Dokumen 
dan Data Pengawasan 

Dengan Tujuan 
Tertentu Bidang 

Reformasi Birokrasi dan 
Kesejahteraan

Tersusunnya Kertas Kerja 
Pengawasan Nagari

Tersedianya Dokumen RKA-
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA- SKPD

Tersedianya Pemenuhan 
Dokumen dan Data 

Pengawasan Dengan Tujuan 
Tertentu pelimpahan ke 

Irban IV

Tersusunnya Kertas Kerja 
Pengawasan Dengan 

Tujuan Tertentu Aspek 
Penanganan Pengaduan 

Masyarakat

Tersedianya 
Pemenuhan 

Dokumen dan Data 
Pengawasan Dengan 

Tujuan Tertentu 
Aspek Penanganan 

Pengaduan 
Masyarakat

Tersusunnya Kertas Kerja Penanganan 
Penyelesaian Kerugian

Negara/Daerah

Tersedianya Pemenuhan Dokumen dan 
Data Penanganan Penyelesaian Kerugian

Negara/Daerah

Tersedianya Pemenuhan 
Dokumen dan Data 
Pengawasan Nagari

Tersusunnya Kertas Kerja 
Pengawasan Kinerja 

Pelimpahan Ke Irban IV

Tersedianya Pemenuhan 
Dokumen dan Data 
Pengawasan Kinerja 

Pelimpahan Ke Irban IV

Tersusunnya Kertas Kerja 
Pengawasan Keuangan 

Bidang Pelimpahan ke Irban 
IV

Tersedianya Pemenuhan 
Dokumen dan Data 

Pengawasan Keuangan 
Pelimpahan ke Irban IV

Tersusunnya Kertas Kerja  
Pengawasan Dengan 

Tujuan Tertentu 
pelimpahan ke Irban IV

IK : Jumlah Pemenuhan 
Dokumen dan Data 

Pengawasan Dengan 
Tujuan Tertentu Bidang 
Reformasi Birokrasi dan 

Kesejahteraan

IK : Jumlah Kertas Kerja 
Pengawasan Nagari

IK : Jumlah Pemenuhan 
Dokumen dan Data 
Pengawasan Nagari

IK : Jumlah Kertas Kerja 
Pengawasan Kinerja 

Pelimpahan Ke Irban IV

IK : Jumlah Pemenuhan 
Dokumen dan Data 
Pengawasan Kinerja 

Pelimpahan Ke Irban IV

IK : Jumlah Kertas Kerja 
Pengawasan Keuangan 
Pelimpahan ke Irban IV

IK : Jumlah Pemenuhan Dokumen 
dan Data Pengawasan Dengan 

Tujuan Tertentu Bidang 
Perekonomian

IK : Jumlah Kertas Kerja 
Pengawasan Kinerja Bidang 

Reformasi Birokrasi dan 
Kesejahteraan

IK : Jumlah Pemenuhan 
Dokumen dan Data 

Pengawasan Kinerja Bidang 
Reformasi Birokrasi dan 

Kesejahteraan

IK : Jumlah Kertas 
Kerja Pengawasan 
Keuangan Bidang 

Reformasi Birokrasi 
dan Kesejahteraan

IK : Jumlah Pemenuhan 
Dokumen dan Data 

Pengawasan Keuangan 
Bidang Reformasi 

Birokrasi dan 
Kesejahteraan

IK : Jumlah Kertas 
Kerja Pengawasan 

Dengan Tujuan 
Tertentu Bidang 

Reformasi Birokrasi 
dan Kesejahteraan

Jumlah Dokumen RKA-SKPD 
dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 
Dokumen RKA-SKPD

Indikator : Jumlah 
Dokumen Hasil 

Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Paket Pakaian 
Dinas beserta Atribut 

Kelengkapan

IK : Jumlah Pemenuhan 
Dokumen dan Data 

Pengawasan Keuangan 
Pelimpahan ke Irban IV

IK : Jumlah Kertas Kerja   
Pengawasan Dengan 

Tujuan Tertentu 
pelimpahan ke Irban IV

IK : Jumlah Pemenuhan 
Dokumen dan Data  

Pengawasan Dengan Tujuan 
Tertentu pelimpahan ke 

Irban IV

IK : Jumlah Kertas Kerja 
Pengawasan Dengan Tujuan 

Tertentu Aspek 
Penanganan Pengaduan 

Masyarakat

IK : Jumlah 
Pemenuhan Dokumen 
dan Data Pengawasan 

Kinerja Bidang 
Infrastuktur dan 

Lingkungan Hidup

IK : Jumlah Kertas Kerja Penanganan 
Penyelesaian Kerugian

Negara/Daerah
Jumlah Dokumen 

Pengamanan Barang Milik 
Daerah SKPD

Tersedianya Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD

Terlaksananya 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

Terlaksananya Pendataan 
dan Pengolahan 

Administrasi Kepegawaian

Tersedianya Peralatan 
Rumah Tangga Tersedianya Alat Besar

Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan 

Perizinan Alat Besar

Tersedianya Jasa Peralatan 
Dan perlengkapan Kantor

Tersedianya Laporan Hasil 
Penilaian Barang Milik 

Daerah dan Hasil Koordinasi 
Penilaian Barang Milik 

Daerah SKPD

Jumlah Laporan Hasil 
Penilaian Barang Milik 

Daerah dan Hasil Koordinasi 
Penilaian Barang Milik 

Daerah SKPD

Tersedianya Dokumen DPA-
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA- SKPD

Terlaksananya Koordinasi 
dan Pelaksanaan 
Akuntansi SKPD

Terlaksananya Koordinasi 
dan Pelaksanaan Sistem 
Informasi Kepegawaian

Tersedianya Bahan Logistik 
Kantor

Tersedianya Alat Angkutan 
Darat Tak Bermotor

Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan 

Perizinan Alat Angkutan 
Darat Tak Bermotor

Tersedianya Jasa Pelayanan 
Umum Kantor

Terlaksananya Pembinaan, 
Pengawasan, dan 

Pengendalian Barang Milik 
Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Hasil 
Pembinaan, Pengawasan, 
dan Pengendalian Barang 
Milik Daerah pada SKPD

Tersedianya Dokumen 
Perubahan DPA-SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen 
Perubahan DPA-SKPD

Tersedianya Laporan 
Keuangan Akhir Tahun 
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD

Terlaksananya Monitoring, 
Evaluasi, dan Penilaian 

Kinerja Pegawai

Tersedianya Barang 
Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Mebel Terlaksananya 
Pemeliharaan Mebel

Terlaksananya Rekonsiliasi 
dan Penyusunan Laporan 
Barang Milik Daerah pada 

SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD 
dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 
Dokumen DPA-SKPD

Jumlah Dokumen 
Koordinasi dan 

Pelaksanaan Akuntansi 
SKPD

Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi dan 

Pelaksanaaan Sistem 
Informasi Kepegawaian

Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 

Disediakan

Jumlah Unit Alat Angkutan 
Darat Tak Bermotor yang 

Disediakan

Jumlah Alat Angkutan 
Darat Tak Bermotor yang 

Dipelihara dan Dibayarkan 
Perizinannya

Jumlah Laporan Rekonsiliasi 
dan Penyusunan Laporan 
Barang Milik Daerah pada 

SKPD

Tersedianya Laporan 
Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD

Tersedianya Dokumen 
Bahan Tanggapan 

Pemeriksaan dan Tindak 
Lanjut Pemeriksaan

Terlaksananya Pemulangan 
Pegawai yang Pensiun

Tersedianya Bahan Bacaan 
dan Peraturan Perundang-

undangan

Tersedianya Peralatan dan 
Mesin Lainnya

Terlaksananya 
Pemeliharaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya

Terlaksananya 
Penatausahaan Barang 
Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Dokumen 
Perubahan DPA-SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen 
Perubahan DPA-SKPD

Indikator : Jumlah Laporan 
Keuangan Akhir Tahun 
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD

Jumlah Dokumen 
Monitoring, Evaluasi, dan 
Penilaian Kinerja Pegawai

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan Penggandaan 

yang Disediakan

Jumlah Paket Mebel yang 
Disediakan

Jumlah Mebel yang 
Dipelihara

Jumlah Laporan 
Penatausahaan Barang 
Milik Daerah pada SKPD

Terlaksananya Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah

Tersedianya Laporan 
Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Seme
steran SKPD dan Laporan 
Koordinasi Penyusunan 

Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Seme

steran SKPD

Terlaksananya Pemulangan 
Pegawai yang Meninggal 

dalam Melaksanakan 
Tugas

Tersedianya 
Bahan/Material

Tersedianya Aset Tetap 
Lainnya

Terlaksananya 
Pemeliharaan Aset Tetap 

Lainnya

Terlaksananya Pemanfaatan 
Barang Milik Daerah SKPD

Indikator : Jumlah Laporan 
Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi 

Jumlah Dokumen Bahan 
Tanggapan Pemeriksaan 

dan Tindak Lanjut 
Pemeriksaan

Jumlah Pegawai Pensiun 
yang Dipulangkan

Indikator : Jumlah 
Dokumen Bahan Bacaan 

dan Peraturan Perundang-
undangan yang disediakan

Jumlah Unit Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 

Disediakan

Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 

Dipelihara

Jumlah Dokumen Hasil 
Pemanfaatan Barang Milik 

Daerah SKPD

Tersedianya Dokumen 
Pelaporan dan Analisis 

Prognosis Realisasi 
Anggaran

Terlaksananya 
Pemindahan Tugas ASN

Terlaksananya Fasilitasi 
Kunjungan Tamu

Tersedianya Aset Tak 
Berwujud

Terlaksananya 
Pemeliharaan Aset Tak 

Berwujud

Jumlah Laporan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Keuangan 
Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran SKPD dan 
Laporan Koordinasi 

Penyusunan Laporan 
Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Seme
steran SKPD

Jumlah Laporan Hasil 
Pemulangan Pegawai yang 

Meninggal dalam 
Melaksanakan Tugas

Jumlah Paket 
Bahan/Material yang 

Disediakan

Jumlah Unit Aset Tetap 
Lainnya yang Disediakan

Jumlah Aset Tetap Lainnya 
yang Dipelihara

Terlaksananya Pendidikan 
dan Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi

Indikator : Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD

Jumlah Unit Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 

yang Disediakan

Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi

Jumlah Dokumen 
Pelaporan dan Analisis 

Prognosis Realisasi 
Anggaran

Jumlah ASN yang 
dipindahtugaskan

Indikator : Jumlah Laporan 
Fasilitasi Kunjungan Tamu

Jumlah Unit Aset Tak 
Berwujud yang Disediakan

Jumlah Aset Tak Berwujud 
yang Dipelihara

Luas Tanah yang Dilakukan 
Pemeliharaan/Rehabilitasi

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

IK 1 : Nilai AKIP Komponen Perencanaan Kinerja Kinerja 
IK 2 : Nilai AKIP Komponen Pengukuran Kinerja

Crosscutting :  Bapelitbangda

Terlaksananya Bimbingan 
Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-
Undangan

Terlaksananya Dukungan 
Pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan Berbasis 
Elektronik pada SKPD

Tersedianya Sarana dan 
Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya

Terlaksananya 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya

Jumlah Orang yang 
Mengikuti Bimbingan 
Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-
Undangan

Jumlah Dokumen Dukungan 
Pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan Berbasis 
Elektronik pada SKPD

Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya yang 
Disediakan

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi

Terlaksananya Sosialisasi 
Peraturan Perundang- 

Undangan

Terlaksananya 
Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD

Tersedianya Sarana Dan 
Prasarana Gedung kantor 

atau bangunan lainnya

Terlaksananya 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya

Jumlah Orang yang 
Mengikuti Sosialisasi 

Peraturan Perundang-
Undangan

Jumlah Dokumen 
Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD

Indikator : Jumlah Unit 
Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya yang 
Disediakan

Indikator : Jumlah Sarana 
dan Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang 
dipelihara/direhabilitasi 

Terlaksananya Pendidikan 
dan Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi

Terlaksananya Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

Tersedianya Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya

POHON KINERJA INSPEKTORAT DAERAH PADANG PARIAMAN
TAHUN 2025-2029

Crosscutting :  BPKD

Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah 
daerah

Nilai AKIP Perangkat Daerah

Crosscutting :  Seluruh Perangkat Daerah

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan 
APBD

IK 1 : Persentase Capaian Akuntabilitas 
Pengendalian Keuangan Daerah

Terlaksananya 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Tanah

Terlaksananya 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya

Indikator : Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor yang 
Disediakan

Jumlah Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD

Jumlah Dokumen 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen 
Pendataan dan 

Pengolahan Administrasi 
Kepegawaian

Jumlah Paket Peralatan 
Rumah Tangga yang 

Disediakan

Jumlah Unit Alat Besar 
yang Disediakan

Jumlah Alat Besar yang 
Dipelihara dan dibayarkan 

Perizinannya

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa Peralatan 
dan Perlengkapan Kantor 

yang Disediakan

Indiokator : Jumlah Paket 
Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan

Jumlah Unit Kendaraan 
Dinas Operasional atau 

Lapangan yang Disediakan

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik yang 

Disediakan

IK : Jumlah Pemenuhan Dokumen dan Data 
Penanganan Penyelesaian Kerugian

Negara/Daerah



  

TUJUAN OPD

Indikator Tujuan

Target

Sasaran Program 
Eselon III dan 

Fungsional Madya

Indikator Sasaran 
Program

Target

Sasaran Kegiatan

Fungsional

Sasaran Sub 
Kegiatan

Fungsional

Fungsional

VISI

PADANG PARIAMAN MAJU DAN SEJAHTERA

MISI

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas

SASARAN RPJMD
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas

Terwujudnya efektivitas fungsi pengawasan dan pencegahan korupsi Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas

IK : Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK Nilai SAKIP Pemerintah Daerah

Tahun 2025 : 78, Tahun 2026 : 78,4, Tahun 2027 : 78,8,  Tahun 2028 : 79,2, Tahun 2029 : 79,6, Tahun 2030 : 80

Meningkatnya  Kualitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Meningkatkan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Meningkatkan Pencegahan Perilaku Korupsi
Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(AKIP)
Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah

IK 1 : Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
IK  : Indeks Manajemen Risiko (MRI) IK 1 : Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi

IK : Nilai Monitoring Center Prevention (MCP) KPK
IK 1 : Nilai SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja oleh Kemenpan RB
IK 2 : Nilai SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Internal Oleh 

Kemenpan RB
Nilai AKIP Perangkat Daerah

IK 2 : Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Tahun 2025 : Nilai 4, Tahun 2026 : Nilai 4, Tahun 2027 : Nilai 4, Tahun 2028 
: Nilai 4, Tahun 2029 : Nilai 5, Tahun 2030 : Nilai 5

IK 1 Tahun 2025 : 2,9 / Level 2, Tahun 2026 : 3,05 /Level 3, Tahun 2027 : 3,2 / Level 
3, Tahun 2028 : 3,35 /Level 3, Tahun 2029 : 3,5 /Level 3, Tahun 2030 : 3,65 / Level 

3
IK 2 Tahun 2025 : 85, Tahun 2026 : 86, Tahun 2027 : 87, Tahun 2028 : 88, Tahun 

2029 : 89, Tahun 2030 : 90

IK 1 Tahun 2025 : 11,30, Tahun 2026 : 11,50, Tahun 2027 : 11,70, Tahun 
2028 : 11,90, Tahun 2029 : 12,10, Tahun 2030 : 12,30
IK 2 Tahun 2025 : 15,50, Tahun 2026 : 16,50, Tahun 2027 : 17,50, Tahun 
2028 : 18,50, Tahun 2029 : 19,50, Tahun 2030 : 20,00

IK 3 : Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)

IK 1 : Tahun 2025 : Nilai 5, Tahun 2026 : Nilai 4, Tahun 2027 : Nilai 5, Tahun 2028 : Nilai 5, Tahun 2029 : Nilai 5, Tahun 2030 : Nilai 5
IK 2 :  Tahun 2025 : Nilai 4, Tahun 2026 : Nilai 4, Tahun 2027 : Nilai 5, Tahun 2028 : Nilai 5, Tahun 2029 : Nilai 5, Tahun 2030 : Nilai 5

IK 3 :  Tahun 2025 : WTP, Tahun 2026 : WTP, Tahun 2027 : WTP, Tahun 2028 : WTP, Tahun 2029 : WTP, Tahun 2030 : WTP

Meningkatnya implementasi sistem pengendalian Intern Pemerintah Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Meningkatnya Pengendalian 
Teknis Pengawasan Internal 

Bidang Infrastruktur dan 
Lingkungan Hidup

Meningkatnya Pengendalian 
Teknis Pengawasan Tujuan 

Tertentu Bidang Infrastruktur 
dan Lingkungan Hidup

Meningkatnya implementasi sistem pengendalian Intern Pemerintah Bidang perekonomian
Meningkatnya Pengendalian 
Teknis Pengawasan Internal 

Bidang Perekonomian

Meningkatnya 
Pengendalian Teknis 
Pengawasan Tujuan 

Tertentu Bidang 
Perekonomian

Meningkatnya implementasi sistem pengendalian Intern Pemerintah Bidang 
Reformasi Birokrasi dan Kesejahteraan

Meningkatnya 
Pengendalian Teknis 
Pengawasan Internal  

Bidang Reformasi 
Birokrasi dan 

Kesejahteraan

Meningkatnya 
Pengendalian Teknis 
Pengawasan Tujuan 

Tertentu  Bidang Reformasi 
Birokrasi dan 

Kesejahteraan

Meningkatnya implementasi sistem pengendalian Intern Pemerintah Nagari di Kabupaten Padang Pariaman

Meningkatnya 
Pengendalian Teknis 

Pengawasan 
Pengawasan Nagari

Meningkatnya Pengendalian Teknis 
Pengawasan Internal Pelimpahan 

Ke Irban IV

Meningkatnya 
Pengendalian Teknis 
Pengawasan Tujuan 

Tertentu  Pelimpahan 
Ke Irban IV

Meningkatnya Kapabilitas APIP Sesuai Standar 
IACM

Menurunnya tingkat penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat 
anggaran ataupun kewenangan

Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi
Meningkatkan fasilitasi 

pengawasan manajemen risiko

Meningkatnya Strategi 
Pencegahan Korupsi dan 

Penyalahgunaan Wewenang

Meningkatnya Kapabilitas Pengelolaan 
Risiko Korupsi dan Penyelahgunaan 

Wewenang
Meningkatnya Penanganan Dugaan Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang

Meningkatnya Pengendalian 
Teknis Pengawasan Tujuan 

Tertentu aspek penanganan 
pengaduan dan audit 

investigasi

Meningkatnya kualitas pendampingan 
dan asistensi aspek Reformasi Birokrasi

Meningkatnya Implementasi SAKIP 
Perangkat Daerah

Meningkatnya Pengendalian 
Teknis Pengawasan Internal 

aspek Evaluasi Reformasi 
Birokrasi

Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

IK : Persentase pengawasan di Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

IK :Persentase Laporan Hasil 
Pengawasan Internal yang 

Terverifikasi Bidang 
Infrastruktur dan Lingkungan 

Hidup yang dilakukan 
Pengawasan Internal sesuai 

dengan standar dan ketentuan

IK :Persentase Laporan Hasil 
Pengawasan Dengan Tujuan 
Tertentu yang Terverifikasi 

Bidang Infrastruktur dan 
Lingkungan Hidup yang 

dilakukan Pengawasan Dengan 
Tujuan Tertentu  sesuai dengan 

standar dan ketentuan

IK1 : Persentase pengawasan di Bidang perekonomian sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

IK : Persentase Laporan Hasil 
Pengawasan Internal yang 

Terverifikasi Bidang 
Perekonomian sesuai dengan 

standar dan ketentuan

IK :Persentase Laporan 
Hasil Pengawasan Dengan 

Tujuan Tertentu yang 
Terverifikasi Bidang 

Perekonomian sesuai 
dengan standar dan 

ketentuan

IK1 : Persentase pengawasan di Bidang Reformasi Birokrasi dan 
Kesejahteraan sesuai dengan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan 

Tahunan (PKPT)

IK : Persentase Laporan 
Hasil Pengawasan Internal 
yang Terverifikasi Bidang  

Bidang Reformasi 
Birokrasi dan 

Kesejahteraan sesuai 
dengan standar dan 

ketentuan

IK :Persentase Laporan 
Hasil Pengawasan Dengan 

Tujuan Tertentu yang 
Terverifikasi Bidang  Bidang 

Reformasi Birokrasi dan 
Kesejahteraan sesuai 
dengan standar dan 

ketentuan

IK1 : Persentase pengawasan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

IK : Persentase 
Laporan Hasil 

Pengawasan Nagari 
yang Terverifikasi 

sesuai dengan 
standar dan 
ketentuan

IK :Persentase Laporan Hasil 
Pengawasan Internal yang 

Terverifikasi Pelimpahan ke Irban IV 
sesuai dengan standar dan 

ketentuan

IK :Persentase Laporan 
Hasil Pengawasan 

Dengan Tujuan 
Tertentu yang 
Terverifikasi 

Pelimpahan ke Irban IV 
sesuai dengan standar 

dan ketentuan

IK :Persentase Pemenuhuan Key Process Area pada 
Penilaian Mandiri Berdasarkan Standar IACM

IK 1 : Persentase Ketuntasan Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1
IK 2 : Persentase Ketuntasan Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan 

Internal
IK 3 : Persentase Ketuntasan Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan 

Internal Eksternal

IK 1 : Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan 
Lingkungan Hidup

IK 2 : Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
IK 3  :Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Nagari

IK : Persentase fasilitasi 
pengawasan manajemen risiko

Tahun 2025 : 90%, Tahun 2026 : 90%, Tahun 2027 : 90%,  Tahun 2028 : 90%, Tahun 2029 : 90%, Tahun 2030 : 90% Tahun 2025 : 90%, Tahun 2026 : 90%, Tahun 2027 : 90%,  Tahun 2028 : 90%, Tahun 2029 : 
90%, Tahun 2030 : 90%

Tahun 2025 : 90%, Tahun 2026 : 90%, Tahun 2027 : 90%,  
Tahun 2028 : 90%, Tahun 2029 : 90%, Tahun 2030 : 90%

Tahun 2025 : 90%, Tahun 2026 : 90%, Tahun 2027 : 90%,  Tahun 2028 : 90%, Tahun 2029 : 90%, Tahun 2030 : 90% Tahun 2025 : 100%, Tahun 2026 : 100%, 
Tahun 2027 : 100%,  Tahun 2028 : 100%, 
Tahun 2029 : 100%, Tahun 2030 : 100%

IK 1 : Tahun 2025 : 60%   Tahun 2026 : 70%  Tahun 2027 : 74%   
Tahun 2028 : 78%   Tahun 2029: 82 %    Tahun 2030: 85%

IK 2 : Tahun 2025 : 79%   Tahun 2026 : 79%  Tahun 2027 : 80%   
Tahun 2028 : 81%   Tahun 2029: 82 %    Tahun 2030: 83%

IK 3 : Tahun 2025 : 60%   Tahun 2026 : 70%  Tahun 2027 : 74%   

IK 1 : Tahun 2025 : 20%   Tahun 2026 : 80%  Tahun 2027 : 80%   Tahun 2028 : 80%   
Tahun 2029: 80%    Tahun 2030: 80%

IK 2 : Tahun 2025 : 80%   Tahun 2026 : 80%  Tahun 2027 : 80%   Tahun 2028 : 80%   
Tahun 2029:80%    Tahun 2030: 80%

IK 3 : Tahun 2025 : 80%   Tahun 2026 : 80%  Tahun 2027 : 80%   Tahun 2028 : 80%   

Tahun 2025 : 100%, Tahun 2026 : 
100%, Tahun 2027 :100%,  Tahun 
2028 : 100%, Tahun 2029 : 100%, 

Tahun 2030 : 100%

Tahun 2025 : 73, Tahun 2026 : 75, 
Tahun 2027 :77,  Tahun 2028 : 80, 
Tahun 2029 : 83, Tahun 2030 : 85

Tahun 2025 : 73, Tahun 2026 : 75, 
Tahun 2027 :77,  Tahun 2028 : 80, 
Tahun 2029 : 83, Tahun 2030 : 85

Tahun 2025 : 73, Tahun 2026 : 75, 
Tahun 2027 :77,  Tahun 2028 : 80, 
Tahun 2029 : 83, Tahun 2030 : 85

Terlaksananya 
Pengawasan Internal 

Bidang Infrastruktur dan 
Lingkungan Hidup

Terlaksananya Pengawasan 
Dengan Tujuan Tertentu 
Bidang Infrastruktur dan 

Lingkungan Hidup

Terlaksananya Pengawasan 
Internal Bidang Perekonomian

Terlaksananya  Pengawasan Tujuan 
Tertentu  Bidang Perekonomian

Terlaksananya Pengawasan Internal Bidang Reformasi 
Birokrasi dan Kesejahteraan

Terlaksananya Pengawasan 
Tujuan Tertentu Bidang 
Reformasi Birokrasi dan 

Kesejahteraan

Terlaksananya Pengawasan Nagari
Terlaksananya  Pengawasan 

Internal Pelimpahan ke Irban 
IV

Terlaksananya 
Pengawasan Tujuan 

Tertentu Pelimpahan ke 
Irban IV

Terpenuhinya Dokumen PK APIP
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut 

Hasil Pemeriksaan Internal & Eksternal

Terlaksananya Pendampingan 
dan Asistensi Urusan

Pemerintahan Daerah Bidang 
Infrastruktur dan Lingkungan 

Hidup

Terlaksananya Pendampingan 
dan Asistensi Urusan

Pemerintahan Daerah Bidang 
Perekonomian

Terlaksananya Pendampingan 
dan Asistensi Urusan
Pemerintahan Nagari

Terlaksananya Pendampingan 
dan Asistensi Urusan

Pemerintahan Daerah Aspek 
Manajemen Risiko

Terlaksananya Pendampingan 
dan Asistensi Urusan
Pemerintahan Aspek 

Koordinasi dan Monitoring 
Pencegahan Korupsi

Terlaksananya 
Pendampingan dan Asistensi 

Urusan
Pemerintahan Aspek 
Asistensi Pengawasan 

Strategis Daerah

Terlaksananya 
Pendampingan dan 

Asistensi Urusan
Pemerintahan Aspek 
Pelaporan LHKPN dan 

LHKASN

Terlaksananya Pengawasan 
Dengan Tujuan Tertentu 

Aspek  Penanganan 
Pengaduan Masyarakat

Terlaksananya Pengawasan Dengan 
Tujuan Tertentu Aspek  

Penyelesaian Kerugian Daerah

Terlaksananya Pendampingan dan 
Asistensi Urusan

Pemerintahan Aspek Reformasi 
Birokrasi

Terlaksananya Evaluasi SAKIP

Tersusunnya Dokumen 
Perencanaan dan 

Pelaporan yang Berkualitas 
Baik

Tersedianya Laporan dan 
Pertanggungjawaban 

Penggunaan Anggaran

Terlaksananya tertib 
administrasi  kepegawaian 

dan kesejahteraan 
pegawai

Terlaksananya Tertib 
Administrasi Perkantoran

Tersedianya Pengadaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Terlaksananya 
Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Tersedianya Jasa 
Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Terlaksananya Administrasi 
Barang Milik Daerah sesuai 

aturan

IK :Jumlah OPD Bidang 
Infrastruktur dan 

Lingkungan Hidup yang 
dilakukan Pengawasan 
Internal  sesuai dengan 
standar dan ketentuan

IK : Jumlah OPD Bidang 
Infrastruktur dan Lingkungan 

Hidup yang dilakukan 
Pengawasan Dengan Tujuan 

Tertentu sesuai dengan standar 
dan ketentuan

IK: Jumlah OPD Bidang 
Perekonomian yang dilakukan 

Pengawasan sesuai dengan 
standar dan ketentuan                 

IK: Jumlah OPD Bidang Perekonomian 
yang dilakukan Pengawasan Dengan 

Tujuan Tertentu sesuai dengan 
standar dan ketentuan              

IK : Jumlah OPD Bidang Reformasi Birokrasi dan 
Kesejahteraan yang dilakukan Pengawasan Internal sesuai 

dengan standar dan ketentuan                

IK : Jumlah OPD Bidang 
Reformasi Birokrasi dan 

Kesejahteraan yang 
dilakukan Pengawasan 

Dengan Tujuan Tertentu 
sesuai dengan standar dan 

ketentuan               

IK : Jumlah Nagari yang dilakukan 
Pengawasan sesuai dengan standar dan 

ketentuan                

IK : Jumlah OPD yang dilakukan 
Pengawasan  Internal 

Pelimpahan ke Irban IV  sesuai 
dengan standar dan ketentuan            

IK : Jumlah OPD yang 
dilakukan Pengawasan 

Tujuan Tertentu 
Pelimpahan ke Irban IV  
sesuai dengan standar 

dan ketentuan            

IK : Jumlah Elemen PK APIP yang 
terpenuhisesuai dengan standar dan 

ketentuan

IK : Jumlah rekomendasi Hasil Pengawasan Internal & 
Eksternal yang tuntas ditindaklanjuti

IK : Jumlah OPD Bidang 
Infrastruktur dan Lingkungan 

Hidup yang dilakukan 
pendampingan dan asistensi         

IK : Jumlah OPD Bidang 
Perekonomian yang dilakukan 
pendampingan dan asistensi         

IK : Jumlah Nagari yang dilakukan 
pendampingan dan asistensi         

IK : Jumlah Laporan Pelaksanaan 
Pendampingan dan Asistensi 
Urusan Pemerintah Daerah             

IK : Jumlah Monitoring 
Pencegahan Korupsi yang 

Dilaksanakan
IK 2 : Jumlah Koordinasi 

Pencegahan Korupsi yang 
dilaksanakan           

IK : Jumlah Objek Startegis 
Daerah yang Dilakukan 

Pendampingan dan Asistensi

IK : Persentase Pelaporan 
LHKPN 

IK 2 : Persentase Pelaporan 
LHKASN/SPT Tepat Waktu            

IK : Jumlah Pengaduan yang 
Ditindaklanjuti Hingga 

Tuntas            

IK : Jumlah Objek Kerugian Daerah 
yang terselesaian Hingga Tuntas       

IK : Jumlah OPD yang dilakukan 
Pendampingan dan Asistensi ZI

IK 2 : Jumlah OPD yang dilakukan 
Pendampingan dan Asistensi RB            

IK : Jumlah OPD yang dilakukan 
Evaluasi SAKIP

Indikator :
1. Jumlah dokumen 

perencanaan sesuai aturan 
dan tepat waktu

2. Jumlah laporan capaian 
kinerja dan ikhtisar realisasi 

kinerja perangkat daerah

Indikator : Jumlah Laporan 
Keuangan yang Sesuai 

Dengan Perundang 
Undangan

Indikator :
Jumlah ASN yang 

terfasilitasi naik pangkat
Jumlah ASN yang 

terfasilitasi gaji berkala
Jumlah SKP ASN

Jumlah ASN terfasilitasi 
pembayaran TPP

Indikator : Jumlah surat 
dinas yang teradministrasi 

sesuai ketentuan dan 
terdistribusi sesuai tujuan

Jumlah pelayanan yang 
terfasilitasi

Indikator : Jumlah 
penambahan nilai aset

Indikator :
Jumlah objek aset yang 

terkelola
Jumlah total nilai aset

Indikator : 
Jumlah jasa penunjang 

urusan pemerintah yang 
tersedia

Jumlah jasa penunjang 
perkantoran yang 

disediakan

Jumlah dokumen 
administrasi barang milik 

daerah

Terlaksananya 
Pengawasan Kinerja 
Bidang Infrastruktur 

dan Lingkungan 
Hidup

Terlaksananya 
Pengawasan 

Keuangan Bidang 
Infrastruktur dan 
Lingkungan Hidup

Terlaksananya Pengawasan 
Dengan Tujuan Tertentu 
Bidang Infrastuktur dan 

Lingkungan Hidup

Terlaksananya Reviu Laporan 
Keuangan

Terlaksananya 
Pengawasan Kinerja 

Bidang Perekonomian

Terlaksananya Pengawasan 
Keuangan Bidang Perekonomian

Terlaksananya Pengawasan Dengan 
Tujuan Tertentu Bidang 

Perekonomian

Terlaksananya Pengawasan 
Kinerja Bidang Reformasi 

Birokrasi dan Kesejahteraan

Terlaksananya Pengawasan 
Keuangan Bidang Reformasi 
Birokrasi dan Kesejahteraan

Terlaksananya Pengawasan 
Dengan Tujuan Tertentu 

Bidang Reformasi Birokrasi 
dan Kesejahteraan

Terlaksananya Pengawasan Desa Terlaksananya Pengawasan Kinerja 
Pelimpahan Ke Irban IV

Terlaksananya Pengawasan 
keuangan pelimpahan ke Irban 

IV

Terlaksananya 
Pengawasan Dengan 

Tujuan Tertentu 
pelimpahan ke Irban IV

Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, 
Verifikasi, dan

Penilaian Reformasi Birokrasi Aspek 
Peningkatan Kapabilitas APIP

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut 
Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan APIP

Terlaksananya Pendampingan 
dan Asistensi Urusan

Pemerintahan Daerah Aspek 
Infrastruktur dan Lingkungan 

Hidup

Terlaksananya Pendampingan 
dan Asistensi Urusan

Pemerintahan Daerah Aspek 
Perekonomian 

Terlaksananya Pendampingan 
dan Asistensi Urusan
Pemerintahan Nagari

Terlaksananya Pendampingan 
dan Asistensi Urusan

Pemerintahan Daerah Aspek 
Manajemen Rsiko

Terlaksananya Koordinasi, 
Monitoring dan Evaluasi serta

Verifikasi Pencegahan dan 
Pemberantasan

Korupsi

Terlaksananya 
Pendampingan, Asistensi dan 

Verifikasi
Penegakan Integritas Aspek 

Asistensi Pengawasan 
Strategis Daerah

Terlaksananya Pendampingan, 
Asistensi dan Verifikasi

Penegakan Integritas Aspek 
Pelaporan LHKPN dan LHKASN

Terlaksananya Pengawasan 
dengan Tujuan Tertentu 

Aspek Penanganan 
Pengaduan Masyarakat

Terlaksananya Penanganan 
Penyelesaian Kerugian

Negara/Daerah

Terlaksananya Pendampingan dan 
Asistensi Urusan

Pemerintahan Aspek Reformasi 
Birokrasi

Terlaksananya Reviu Laporan 
Kinerja

Tersusunnya Dokumen 
Perencanaan Perangkat 

Daerah

Tersedianya Gaji Dan 
Tunjangan ASN

Tersedianya Unit 
Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Disiplin Pegawai

Tersedianya Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor

Tersedianya Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 

Kendaraan Dinas Jabatan

Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan

Terlaksananya Penyediaan 
Jasa Surat Menyurat

Tersedianya Rencana 
Kebutuhan Barang Milik 

Daerah SKPD

IK : Jumlah Laporan 
Pengawasan Kinerja 
Bidang Infrastuktur 

dan Lingkungan 
Hidup

IK : Jumlah Laporan 
Pengawasan 

Keuangan Bidang 
Infrastuktur dan 

Lingkungan Hidup

IK : Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasan Dengan Tujuan 

Tertentu Bidang Infrastruktur 
dan Lingkungan Hidup

IK : Jumlah Laporan Hasil 
Reviu Laporan Keuangan

IK : Jumlah Laporan 
Pengawasan Kinerja Bidang 

Perekonomian

IK : Jumlah Laporan Pengawasan 
Keuangan Bidang Perekonomian

IK : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan 
Dengan Tujuan Tertentu Bidang 

Perekonomian

IK : Jumlah Laporan 
Pengawasan Kinerja Bidang 

Reformasi Birokrasi dan 
Kesejahteraan

IK : Jumlah Laporan 
Pengawasan Keuangan 

Bidang Reformasi Birokrasi 
dan Kesejahteraan

IK : Jumlah Laporan 
Pengawasan Dengan Tujuan 
Tertentu Bidang Reformasi 

Birokrasi dan Kesejahteraan

IK : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa IK : Jumlah Laporan Pengawasan 
Kinerja Pelimpahan ke Irban IV

IK : Jumlah Laporan Pengawasan 
Keuangan  Pelimpahan ke Irban 

IV

IK : Jumlah Laporan 
Pengawasan Dengan 
Tujuan Tertentu yang 

Dilimpahkan ke Irban IV

IK : Jumlah Laporan Pendampingan, Asistensi, 
Verifikasi, dan

Penilaian Reformasi Birokrasi Aspek 
Peningkatan Kapabilitas APIP

IK : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak 
Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan APIP

IK : Jumlah Laporan 
Pendampingan dan Asistensi 

Bidang Infrastruktur dan 
Lingkungan Hidup yang dilakukan 

pendampingan dan asistensi 

IK : Jumlah Laporan 
Pendampingan dan Asistensi 
Bidang Perekonomian yang 

dilakukan pendampingan dan 
asistensi 

IK : Jumlah Laporan 
Pendampingan dan Asistensi 

Nagari

IK : Jumlah Perangkat Daerah 
yang Dilakukan Pendampingan 

dan Asistensi Manajemen Risiko

IK : Jumlah Kegiatan Koordinasi, 
Monitoring dan Evaluasi serta

Verifikasi Pencegahan dan 
Pemberantasan

Korupsi

IK : Jumlah Perangkat Daerah 
yang Dilakukan 

Pendampingan, Asistensi dan 
Verifikasi

Penegakan Integritas Aspek 
Asistensi Pengawasan 

Strategis Daerah

IK : Jumlah Perangkat Daerah 
yang Dilakukan Pendampingan, 

Asistensi dan Verifikasi
Penegakan Integritas Aspek 

Pelaporan LHKPN dan LHKASN 

IK : Jumlah Laporan 
Pengawasan Dengan 

Tujuan Tertentu Aspek 
Penanganan Pengaduan 

Masyarakat

IK : Jumlah Laporan Penanganan 
Penyelesaian Kerugian

Negara/Daerah

IK :Jumlah Laporan 
Pendampingan, Asistensi, 

Verifikasi, dan
Penilaian Reformasi Birokrasi

IK :Jumlah Laporan Reviu Laporan 
Kinerja 

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 
SAKIP

Jumlah Kertas Kerja Reviu 
Laporan Kinerja dan 

Jumlah Kertas Kerja Evaluasi 
SAKIP

Indikator : Jumlah 
Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah

Indikator : Jumlah Orang 
yang Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN

Jumlah Unit Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 

Disiplin Pegawai

Indikator : Jumlah Paket 
Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 
Disediakan

Indikator : Jumlah Unit 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan

Indikator : Jumlah 
Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan yang 
Dipelihara dan dibayarkan 

Pajaknya

Indikator : Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat

Jumlah Rencana Kebutuhan 
Barang Milik Daerah SKPD

Tersusunnya Kertas Kerja 
Pengawasan Kinerja 

Bidang Infrastruktur dan 
Lingkungan Hidup

Tersedianya Pemenuhan 
Dokumen dan Data 

Pengawasan Kinerja Bidang 
Infrastruktur dan Lingkungan 

Hidup

Tersusunnya Kertas 
Kerja Pengawasan 
Keuangan Bidang 
Infrastruktur dan 
Lingkungan Hidup

Tersedianya Pemenuhan 
Dokumen dan Data 

Pengawasan Keuangan 
Bidang Infrastruktur dan 

Lingkungan Hidup

Tersusunnya Kertas 
Kerja Pengawasan 

Dengan Tujuan 
Tertentu Bidang 

Infrastruktur dan 
Lingkungan Hidup

Tersedianya Pemenuhan 
Dokumen dan Data 

Pengawasan Dengan Tujuan 
Tertentu Bidang Infrastruktur 

dan Lingkungan Hidup

Tersusunnya Kertas 
Kerja Reviu Laporan 

Keuangan

Tersedianya 
Pemenuhan 

Dokumen dan Data 
Reviu Laporan 

Keuangan

Tersusunnya Kertas 
Kerja Pengawasan 

Kinerja Bidang 
Perekonomian

Tersedianya 
Pemenuhan 

Dokumen dan Data 
Pengawasan 

Kinerja Bidang 
Perekonomian

Tersusunnya Kertas 
Kerja Pengawasan 
Keuangan Bidang 

Perekonomian

Tersedianya 
Pemenuhan Dokumen 
dan Data Pengawasan 

Keuangan Bidang 
Perekonomian

Tersusunnya Kertas Kerja 
Pengawasan Dengan Tujuan 

Tertentu

Tersedianya Pemenuhan 
Dokumen dan Data Pengawasan 
Dengan Tujuan Tertentu Bidang 

Perekonomian

Tersusunnya Kertas Kerja  
Pengawasan Kinerja Bidang 

Reformasi Birokrasi dan 
Kesejahteraan

Tersedianya Pemenuhan 
Dokumen dan Data  

Pengawasan Kinerja Bidang 
Reformasi Birokrasi dan 

Kesejahteraan

Tersusunnya Kertas 
Kerja Pengawasan 
Keuangan Bidang 

Reformasi Birokrasi 
dan Kesejahteraan

Tersedianya 
Pemenuhan Dokumen 
dan Data Pengawasan 

Keuangan Bidang 
Reformasi Birokrasi dan 

Kesejahteraan

Tersusunnya Kertas 
Kerja Pengawasan 

Dengan Tujuan 
Tertentu Bidang 

Reformasi Birokrasi 
dan Kesejahteraan

Tersedianya 
Pemenuhan Dokumen 
dan Data Pengawasan 

Dengan Tujuan 
Tertentu Bidang 

Reformasi Birokrasi dan 
Kesejahteraan

Tersusunnya Kertas Kerja 
Pengawasan Nagari

Tersedianya Pemenuhan 
Dokumen dan Data 
Pengawasan Nagari

Tersusunnya Kertas Kerja 
Pengawasan Kinerja 

Pelimpahan Ke Irban IV

Tersedianya Pemenuhan 
Dokumen dan Data 
Pengawasan Kinerja 

Pelimpahan Ke Irban IV

Tersusunnya Kertas Kerja 
Pengawasan Keuangan 

Bidang Pelimpahan ke Irban 
IV

Tersedianya Pemenuhan 
Dokumen dan Data 

Pengawasan Keuangan 
Pelimpahan ke Irban IV

Tersusunnya Kertas Kerja  
Pengawasan Dengan 

Tujuan Tertentu 
pelimpahan ke Irban IV

Tersedianya Pemenuhan 
Dokumen dan Data 

Pengawasan Dengan Tujuan 
Tertentu pelimpahan ke 

Irban IV

Tersusunnya Kertas Kerja 
Pengawasan Dengan 

Tujuan Tertentu Aspek 
Penanganan Pengaduan 

Masyarakat

Tersedianya 
Pemenuhan 

Dokumen dan Data 
Pengawasan Dengan 

Tujuan Tertentu 
Aspek Penanganan 

Pengaduan 
Masyarakat

Tersusunnya Kertas Kerja Penanganan 
Penyelesaian Kerugian

Negara/Daerah

Tersedianya Pemenuhan Dokumen dan 
Data Penanganan Penyelesaian Kerugian

Negara/Daerah Tersedianya Dokumen RKA-
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 

Dokumen RKA- SKPD

Tersedianya Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN

Tersedianya Pakaian Dinas 
beserta Atribut 

Kelengkapan

Tersedianya Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor

Tersedianya Kendaraan 
Dinas Operasional atau 

Lapangan

Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan 
Perizinan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan

Tersedianya Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik

Terlaksananya Pengamanan 
Barang Milik Daerah SKPD

IK : Jumlah Kertas Kerja 
Pengawasan Kinerja 

Bidang Infrastuktur dan 
Lingkungan Hidup

IK : Jumlah Pemenuhan 
Dokumen dan Data 

Pengawasan Kinerja Bidang 
Infrastuktur dan Lingkungan 

Hidup

IK : Jumlah Kertas Kerja 
Pengawasan Keuangan 
Bidang Infrastuktur dan 

Lingkungan Hidup

IK : Jumlah Pemenuhan 
Dokumen dan Data 

Pengawasan Keuangan 
Bidang Infrastuktur dan 

Lingkungan Hidup

IK : Jumlah Kertas Kerja 
Pengawasan 

Pengawasan Dengan 
Tujuan Tertentu 

Bidang Infrastuktur 
dan Lingkungan Hidup

IK : Jumlah Pemenuhan 
Dokumen dan Data 

Pengawasan Dengan Tujuan 
Tertentu Bidang Infrastuktur 

dan Lingkungan Hidup

IK : Jumlah Kertas Kerja 
Reviu Laporan Keuangan

IK : Jumlah 
Pemenuhan 

Dokumen dan Data 
Reviu Laporan 

Keuangan

IK : Jumlah Kertas 
Kerja Pengawasan 

Kinerja Bidang 
Perekonomian

IK : Jumlah 
Pemenuhan 

Dokumen dan Data 
Pengawasan Kinerja 

Bidang 
Perekonomian

IK : Jumlah Kertas 
Kerja Pengawasan 
Keuangan Bidang 

Perekonomian

IK : Jumlah Pemenuhan 
Dokumen dan Data 

Pengawasan Keuangan 
Bidang Perekonomian

IK : Jumlah Kertas Kerja Pengawasan 
Dengan Tujuan Tertentu Bidang 

Perekonomian

IK : Jumlah Pemenuhan Dokumen 
dan Data Pengawasan Dengan 

Tujuan Tertentu Bidang 
Perekonomian

IK : Jumlah Kertas Kerja 
Pengawasan Kinerja Bidang 

Reformasi Birokrasi dan 
Kesejahteraan

IK : Jumlah Pemenuhan 
Dokumen dan Data 

Pengawasan Kinerja Bidang 
Reformasi Birokrasi dan 

Kesejahteraan

IK : Jumlah Kertas 
Kerja Pengawasan 
Keuangan Bidang 

Reformasi Birokrasi 
dan Kesejahteraan

IK : Jumlah Pemenuhan 
Dokumen dan Data 

Pengawasan Keuangan 
Bidang Reformasi 

Birokrasi dan 
Kesejahteraan

IK : Jumlah Kertas 
Kerja Pengawasan 

Dengan Tujuan 
Tertentu Bidang 

Reformasi Birokrasi 
dan Kesejahteraan

IK : Jumlah Pemenuhan 
Dokumen dan Data 

Pengawasan Dengan 
Tujuan Tertentu Bidang 
Reformasi Birokrasi dan 

Kesejahteraan

IK : Jumlah Kertas Kerja 
Pengawasan Nagari

IK : Jumlah Pemenuhan 
Dokumen dan Data 
Pengawasan Nagari

IK : Jumlah Kertas Kerja 
Pengawasan Kinerja 

Pelimpahan Ke Irban IV

IK : Jumlah Pemenuhan 
Dokumen dan Data 
Pengawasan Kinerja 

Pelimpahan Ke Irban IV

IK : Jumlah Kertas Kerja 
Pengawasan Keuangan 
Pelimpahan ke Irban IV

IK : Jumlah Pemenuhan 
Dokumen dan Data 

Pengawasan Keuangan 
Pelimpahan ke Irban IV

IK : Jumlah Kertas Kerja   
Pengawasan Dengan 

Tujuan Tertentu 
pelimpahan ke Irban IV

Tersedianya Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD

Terlaksananya 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

Terlaksananya Pendataan 
dan Pengolahan 

Administrasi Kepegawaian

Tersedianya Peralatan 
Rumah Tangga

Tersedianya Alat Besar

Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan 
Perizinan Alat Besar

Tersedianya Jasa Peralatan 
Dan perlengkapan Kantor

Tersedianya Laporan Hasil 
Penilaian Barang Milik 

Daerah dan Hasil Koordinasi 
Penilaian Barang Milik 

Daerah SKPD

IK : Jumlah Pemenuhan 
Dokumen dan Data  

Pengawasan Dengan Tujuan 
Tertentu pelimpahan ke 

Irban IV

IK : Jumlah Kertas Kerja 
Pengawasan Dengan 

Tujuan Tertentu Aspek 
Penanganan Pengaduan 

Masyarakat

IK : Jumlah 
Pemenuhan 

Dokumen dan Data 
Pengawasan Kinerja 
Bidang Infrastuktur 

dan Lingkungan 
Hidup

IK : Jumlah Kertas Kerja Penanganan 
Penyelesaian Kerugian

Negara/Daerah

IK : Jumlah Pemenuhan Dokumen dan Data 
Penanganan Penyelesaian Kerugian

Negara/Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD 
dan Laporan Hasil 

Koordinasi Penyusunan 
Dokumen RKA-SKPD

Indikator : Jumlah 
Dokumen Hasil 

Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD

Jumlah Dokumen 
Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen 
Pendataan dan 

Pengolahan Administrasi 
Kepegawaian

Jumlah Paket Peralatan 
Rumah Tangga yang 

Disediakan

Jumlah Unit Alat Besar yang 
Disediakan

Jumlah Alat Besar yang 
Dipelihara dan dibayarkan 

Perizinannya

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa Peralatan 
dan Perlengkapan Kantor 

yang Disediakan

Jumlah Laporan Hasil 
Penilaian Barang Milik 

Daerah dan Hasil Koordinasi 
Penilaian Barang Milik 

Daerah SKPD

Tersedianya Dokumen DPA-
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA- SKPD

Terlaksananya Koordinasi 
dan Pelaksanaan 
Akuntansi SKPD

Terlaksananya Koordinasi 
dan Pelaksanaan Sistem 
Informasi Kepegawaian

Tersedianya Bahan Logistik 
Kantor

Tersedianya Alat Angkutan 
Darat Tak Bermotor

Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan 
Perizinan Alat Angkutan 

Darat Tak Bermotor

Tersedianya Jasa Pelayanan 
Umum Kantor

Terlaksananya Pembinaan, 
Pengawasan, dan 

Pengendalian Barang Milik 
Daerah pada SKPD

Jumlah Dokumen DPA-
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 

Dokumen DPA-SKPD

Jumlah Dokumen 
Koordinasi dan 

Pelaksanaan Akuntansi 
SKPD

Jumlah Dokumen Hasil 
Koordinasi dan 

Pelaksanaaan Sistem 
Informasi Kepegawaian

Jumlah Paket Bahan 
Logistik Kantor yang 

Disediakan

Jumlah Unit Alat Angkutan 
Darat Tak Bermotor yang 

Disediakan

Jumlah Alat Angkutan Darat 
Tak Bermotor yang 

Dipelihara dan Dibayarkan 
Perizinannya

Indikator : Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor yang 
Disediakan

Jumlah Laporan Hasil 
Pembinaan, Pengawasan, 
dan Pengendalian Barang 
Milik Daerah pada SKPD

Tersedianya Dokumen 
Perubahan DPA-SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen 
Perubahan DPA-SKPD

Tersedianya Laporan 
Keuangan Akhir Tahun 

SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 

Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD

Terlaksananya Monitoring, 
Evaluasi, dan Penilaian 

Kinerja Pegawai

Tersedianya Barang 
Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Mebel
Terlaksananya 

Pemeliharaan Mebel

Terlaksananya Rekonsiliasi 
dan Penyusunan Laporan 
Barang Milik Daerah pada 

SKPD

Jumlah Dokumen 
Perubahan DPA-SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 

Penyusunan Dokumen 
Perubahan DPA-SKPD

Indikator : Jumlah Laporan 
Keuangan Akhir Tahun 
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD

Jumlah Dokumen 
Monitoring, Evaluasi, dan 
Penilaian Kinerja Pegawai

Jumlah Paket Barang 
Cetakan dan Penggandaan 

yang Disediakan

Jumlah Paket Mebel yang 
Disediakan

Jumlah Mebel yang 
Dipelihara

Jumlah Laporan Rekonsiliasi 
dan Penyusunan Laporan 
Barang Milik Daerah pada 

SKPD

Tersedianya Laporan 
Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD

Tersedianya Dokumen 
Bahan Tanggapan 

Pemeriksaan dan Tindak 
Lanjut Pemeriksaan

Terlaksananya 
Pemulangan Pegawai yang 

Pensiun

Tersedianya Bahan Bacaan 
dan Peraturan Perundang-

undangan

Tersedianya Peralatan dan 
Mesin Lainnya

Terlaksananya 
Pemeliharaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya

Terlaksananya 
Penatausahaan Barang 
Milik Daerah pada SKPD

Indikator : Jumlah Laporan 
Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja 
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja 

dan Ikhtisar Realisasi 

Jumlah Dokumen Bahan 
Tanggapan Pemeriksaan 

dan Tindak Lanjut 
Pemeriksaan

Jumlah Pegawai Pensiun 
yang Dipulangkan

Indikator : Jumlah 
Dokumen Bahan Bacaan 

dan Peraturan Perundang-
undangan yang disediakan

Jumlah Unit Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 

Disediakan

Jumlah Peralatan dan 
Mesin Lainnya yang 

Dipelihara

Jumlah Laporan 
Penatausahaan Barang 
Milik Daerah pada SKPD

Terlaksananya Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah

Tersedianya Laporan 
Keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Seme
steran SKPD dan Laporan 
Koordinasi Penyusunan 

Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Seme

steran SKPD

Terlaksananya 
Pemulangan Pegawai yang 

Meninggal dalam 
Melaksanakan Tugas

Tersedianya 
Bahan/Material

Tersedianya Aset Tetap 
Lainnya

Terlaksananya 
Pemeliharaan Aset Tetap 

Lainnya

Terlaksananya 
Pemanfaatan Barang Milik 

Daerah SKPD

Jumlah Laporan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Keuangan 
Bulanan/ Triwulanan/ 
Semesteran SKPD dan 

Laporan Koordinasi 
Penyusunan Laporan 

Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Seme

steran SKPD

Jumlah Laporan Hasil 
Pemulangan Pegawai yang 

Meninggal dalam 
Melaksanakan Tugas

Jumlah Paket 
Bahan/Material yang 

Disediakan

Jumlah Unit Aset Tetap 
Lainnya yang Disediakan

Jumlah Aset Tetap Lainnya 
yang Dipelihara

Jumlah Dokumen Hasil 
Pemanfaatan Barang Milik 

Daerah SKPD

Tersedianya Dokumen 
Pelaporan dan Analisis 

Prognosis Realisasi 
Anggaran

Terlaksananya 
Pemindahan Tugas ASN

Terlaksananya Fasilitasi 
Kunjungan Tamu

Tersedianya Aset Tak 
Berwujud

Terlaksananya 
Pemeliharaan Aset Tak 

Berwujud

1. Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti
2. Persentase Rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti

3. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
4. Persentase APIP yang memenuhi jam pendidikan/pelatihan minimal 120 

jam/tahun

Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi

Terlaksananya Sosialisasi 
Peraturan Perundang- 

Undangan

Terlaksananya 
Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD

Tersedianya Sarana Dan 
Prasarana Gedung kantor 

atau bangunan lainnya

Terlaksananya 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya

Jumlah Dokumen 
Pelaporan dan Analisis 

Prognosis Realisasi 
Anggaran

Jumlah ASN yang 
dipindahtugaskan

Indikator : Jumlah Laporan 
Fasilitasi Kunjungan Tamu

Jumlah Unit Aset Tak 
Berwujud yang Disediakan

Jumlah Aset Tak Berwujud 
yang Dipelihara

Terlaksananya Pendidikan 
dan Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi

Terlaksananya Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD

Tersedianya Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya

Terlaksananya 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya

Jumlah Paket Pakaian 
Dinas beserta Atribut 

Kelengkapan

Indiokator : Jumlah Paket 
Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan

Jumlah Unit Kendaraan 
Dinas Operasional atau 

Lapangan yang Disediakan

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan 

yang Dipelihara dan 
dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya

Jumlah Laporan 
Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik yang 

Disediakan

Jumlah Dokumen 
Pengamanan Barang Milik 

Daerah SKPD

Jumlah Unit Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 

yang Disediakan

IK 1 : Indeks Reformasi Birokrasi
IK 2 : Nilai SAKIP Pemerintah Daerah

Target Tahun 2025 : 78, Tahun 2026 : Nilai 78,4 Tahun 2027 : 78,8, Tahun 2028 : 79,2, Tahun 2029 : 79,6, Tahun 2030 : 80 Target Tahun 2025 : 71,4 Tahun 2026 : Nilai 72,19 
Tahun 2027 : 72,99 Tahun 2028 : 73,79, Tahun 2029 : 

Target Tahun 2025 : 80,2 Tahun 2026 : Nilai 80,25 
Tahun 2027 : 80,3 Tahun 2028 : 80,35, Tahun 2029 : 

80,4 Tahun 2030 : 80,45

Tahun 2025 : 100%, Tahun 2026 : 100%, Tahun 2027 
:100%,  Tahun 2028 : 100%, Tahun 2029 : 100%, Tahun 

2030 : 100%

Tahun 2025 : 100%, Tahun 2026 : 100%, Tahun 2027 :100%,  
Tahun 2028 : 100%, Tahun 2029 : 100%, Tahun 2030 : 100%

Tahun 2025 : 100%, Tahun 2026 : 100%, Tahun 2027 :100%,  
Tahun 2028 : 100%, Tahun 2029 : 100%, Tahun 2030 : 100%

Tahun 2025 : 100%, Tahun 2026 : 100%, 
Tahun 2027 :100%,  Tahun 2028 : 100%, 
Tahun 2029 : 100%, Tahun 2030 : 100%

Tahun 2025 : 100%, Tahun 2026 : 100%, 
Tahun 2027 :100%,  Tahun 2028 : 100%, 
Tahun 2029 : 100%, Tahun 2030 : 100%

Tahun 2025 : 100%, Tahun 2026 : 100%, Tahun 
2027 :100%,  Tahun 2028 : 100%, Tahun 2029 : 

100%, Tahun 2030 : 100%

Tahun 2025 : 100%, Tahun 2026 
: 100%, Tahun 2027 :100%,  

Tahun 2028 : 100%, Tahun 2029 
: 100%, Tahun 2030 : 100%

Tahun 2025 : 100%, Tahun 2026 : 100%, Tahun 2027 
:100%,  Tahun 2028 : 100%, Tahun 2029 : 100%, Tahun 

2030 : 100%

Tahun 2025 : 100%, Tahun 2026 : 100%, 
Tahun 2027 :100%,  Tahun 2028 : 100%, 
Tahun 2029 : 100%, Tahun 2030 : 100%

Tahun 2025 : 100%, Tahun 2026 : 100%, 
Tahun 2027 :100%,  Tahun 2028 : 100%, 
Tahun 2029 : 100%, Tahun 2030 : 100%

Tahun 2025 : 100%, Tahun 2026 : 100%, Tahun 2027 
:100%,  Tahun 2028 : 100%, Tahun 2029 : 100%, 

Tahun 2030 : 100%

IK : Nilai Penerapan Strategi 
Pencegahan Korupsi

IK : Nilai Kapabilitas Pengelolaan Risiko 
Korupsi

IK : 
  

Nilai Penanganan Dugaan Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang

IK :Persentase Laporan Hasil 
Pengawasan Dengan Tujuan 
Tertentu yang Terverifikasi 

Aspek Pengaduan Masyarakat

IK : Jumlah OPD yang memperoleh 
predikat WBK/WBBM

IK : Persentase perangkat daerah yang 
memperoleh Evaluasi SAKIP nilai 

minimal BB

IK :Jumlah Laporan Hasil 
Pengawasan Dengan Tujuan 

Tertentu yang Terverifikasi Bidang  
Bidang Reformasi Birokrasi dan 

Kesejahteraan sesuai dengan 
standar dan ketentuan

CASCADING INSPEKTORAT DAERAH PADANG PARIAMAN
TAHUN 2025-2029

Tahun 2025 : 1, Tahun 2026 : 1, 
Tahun 2027 :1,  Tahun 2028 : 1, 
Tahun 2029 : 1, Tahun 2030 :1

Tahun 2025 : 50%, Tahun 2026 : 55%, 
Tahun 2027 :60%,  Tahun 2028 : 65%, 
Tahun 2029 : 70%, Tahun 2030 : 75%

IK 1 : Tahun 2025 : 100%, Tahun 2026 : 100%, Tahun 2027 : 100%, Tahun 2028 : 100%, Tahun 2029 : 100%, Tahun 2030 : 100%
IK 1 : Tahun 2025 : 100%, Tahun 2026 : 100%, Tahun 2027 : 100%, Tahun 2028 : 100%, Tahun 2029 : 100%, Tahun 2030 : 100%
IK 3 :  Tahun 2025 : 92,5, Tahun 2026 : 93, Tahun 2027 : 93,5, Tahun 2028 : 94, Tahun 2029 : 94,5, Tahun 2030 : 95
IK 4 :  Tahun 2025 : 50, Tahun 2026 : 50, Tahun 2027 : 50, Tahun 2028 : 50, Tahun 2029 : 50, Tahun 2030 : 50

Sasaran Strategis Eselon 
II

Indikator Sasaran 
Strategis

Terlaksananya 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Tanah

Luas Tanah yang Dilakukan 
Pemeliharaan/Rehabilitasi

Jumlah Orang yang 
Mengikuti Sosialisasi 

Peraturan Perundang-
Undangan

Jumlah Dokumen 
Penatausahaan Arsip 
Dinamis pada SKPD

Indikator : Jumlah Unit 
Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya yang 
Disediakan

Indikator : Jumlah Sarana 
dan Prasarana Gedung 
Kantor atau Bangunan 

Lainnya yang 
dipelihara/direhabilitasi 

Terlaksananya Bimbingan 
Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-
Undangan

Terlaksananya Dukungan 
Pelaksanaan Sistem 

Pemerintahan Berbasis 
Elektronik pada SKPD

Tersedianya Sarana dan 
Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya

Terlaksananya 
Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung Kantor 

atau Bangunan Lainnya

Jumlah Orang yang 
Mengikuti Bimbingan 
Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang-
Undangan

Jumlah Dokumen 
Dukungan Pelaksanaan 
Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik pada 
SKPD

Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya yang 
Disediakan

Jumlah Sarana dan 
Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara/Direhabilitasi

Terlaksananya Pendidikan 
dan Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi

Indikator : Jumlah Laporan 
Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD



HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 
INSPEKTORAT KABUPATEN PADANG PARIAMAN 

 

NO NAMA DOKUMEN HASIL PRAEVALUASI 

1. RPJMD Priode 2025 - 2029 

2. Renstra Priode 2025 - 2029  

3. Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 - 2029  

4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025  

5. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025  

6. Perjanjian Kinerja Tahun 2026  

7. LKJiP Tahun 2025  

8. Rencana Aksi Tahun 2025  

9. Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025  

10. Rencana Aksi Tahun 2026  

11. IKU Priode 2025-2029  

12. Renja Tahun 2025  

13. Renja Perubahan Tahun 2025  

14. Renja Tahun 2026  

15. Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai 
Triwulan 2 Tahun 2026 

 

16. Pedoman Teknis Perencanaan 2026  

17. Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan 
Data Kinerja 2026 

 

18. Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 
2026 

 

19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026  

20. Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025  

21. SOTK  

 

Catatan : 
  Dokumen ini telah dilakukan Pra Evaluasi Impelementasi SAKIP 

 

Evaluator, 

 

 

(VELIA YOLANDA, SE ) 
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